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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Pengadilan Negerl Kendal Tahun 2020 - 2024 berpedoman
pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Masional / Kepala Badan
Peregncanaan Pembangunan Nasioanl Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Strateglss Kementerian/ Lembaga Tahun 2020 - 2024.
Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional { RPJMN ) Tahun 2020 - 2024 dan Cetak Biru
Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010 - 2035, Rencana Strategis ini memuat
tujuan, sasaran dan Strategis Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RP|MN 2020 -2024
dan arahan kebijakan dan Strategis nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah
pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan kesdilan, Keadilan adalah
pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang
menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hulkum dalam
menciptakan masyarakat vang adil dan makmur.

Didalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kendal Kelas 1B Tahun 2020 - 2024
menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kendal Kelas [B 2015- 2019,
visl dan misi serta tujuan dan sasaran Strategiss, disamping itu juga menguraikan
Strategis dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan
dicapai pada periode 2020 - 2024, Akhir kata kami mengueapkan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi
dalam penyempurnaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kendal Tahu 2020 - 2024
Semaoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua
dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan

b

MUTIONGY S H., KTH
NIP, 19670728 199603 1001
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BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISIUMUM

sesuai denpgan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan
Kehalkiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegaklan hokum dan keasilan bercdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Mahlkamah Agung menjadi salah catu
pilar utama dalam menjamin terlakzananya kepastian hukum negara inl Pasal 18
Undang-Undang Republik [ndonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa
Keluasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan vang
berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,
lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maks
penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus
terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak memperoleh
keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap
orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeton,
independen dan tidak memihak berdasarkan hulum. Dalam rangka menjunjung tinggi
sifat kemandirian Hakim dalam memutus perkara, Hakim bebas memutuskan
berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengarub; bujukan;
tekanan; ancaman; atau intervensi dari pihak manapun atau untuk alasan apapun, dan
peradilan independent dari pengaruh eksclwtif dan legislative, hakim harus

mendapatkan independensi peradilan bail dari aspek individu maupun institusi.

e o, s
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Mahkamah Agung menjadi pengadilan negara tertinggl dari badan peradilan
yang berada di bawzahnya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, perlu dilakukan pembaharuan peradilan secara terencana,
terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaharuan
Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Kendal adalah Pengadilan tingkar pertama kelas IB
merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Semarang. Kantor Pengadilan Megeri
Kendal, yang terletak di Wilayah Kabupaten Kendal berada di sebeiah barat lbu kota
Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang), dengan batas-batas administrasi -

= Sebelah utara ; berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan

Kabupaten Temanggrung

- Sebelah timur ; berbatasan dengan Kota Semarang

- Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Batang
Luas wilayah Kabupaten Kendal vaitu 95.020.674 Ha atau 292% dari luas wilayah
Provinsi Jawa Tengah, Ditinjau dari penggunaannya, luas lahan tersebut terdiri dari
lahan sawah 14.423.984 Ha [25,26%) dan lahan bukan sawah 70.596.690 Ha. Jumlah
penduduk berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2018 adalah 974.566 jiwa
dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,36%.

Sejarah Pengadilan Negeri Kendal Kelas | B dulunya saat penjajahan Belanda
bernama Land Raod yang kemudian diganti dengan nama Pengadilan Negeri Kendal
Kelas | B. Adapun nama-nama Ketua Pengadilan Negeri Kendal Kelas | B dari periode ke
periode adalah sebagai barikut :

1. Bapale Mr. Suryadi;
Z. Bapal Mr. R. Gunawan
3. Bapak Mr. Suhendro Suharsin;

4, Bapak Soediono, 5.H.
e ————— e

RENCANA STRATEGIS - PENGADILAN NEGERT KENDA L 2020 - 7020 2



3. Bapak Sumarno Siswo Sosroatmaodjo, 5.H.

6. Bapak Paulus Wardoyo, S.H.

7. Bapak R.Suherman Reksohadimidjoyo, S.H.

d. Thu 5iti Yulia Zennie, S.H.

9. Bapak Doemami, S.H.

10, Bapak I Nvoman Wuslawa, S.H.

11. Bapak Soalon Siregar, SH.

12. Bapak Azinar Ismail, 5.H.

13. Bapak Victor Hutabarat, S.H.

14. Bapak Parsona, 5.H.

15. Ibu Magdalena Sidabutar, S.H.

L6, Bapak Sindhu Sutrisno, 5.H., M.Hum.

17. Bapak Supeno, SH, M.Hum, (s/d th.2009)

18, Bapalk Adi lsmet, SH. {(s/d th.2011)

19, Bapale Didiek Budi Utomo, S.H. (s/d 23 Agustus 2013)

20. Bapak H. Abdul Bari A.Hahim, 5.H, M.H. {s/d Juni 2014)

£1. Ibu Retno Purwandari Yulistvowat, SH., M.H. (23 Juni 2014 s/d 13 Pebruari 2015)
12. Bapak H. Sutiyono, SH., M.H. {13 Pebruari 2015 5/d 8 Januari 2016)
23. Bapak Mulyadi, 5.H., M.H. [8 [anuari 2016 5/d 4 Agustus 2017)

24, Thu Udjianti, S.H, M_H. (4 Agustus 2017 s/d September 2018)

25. Ibu Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. { September 2018 s/d Juni 2020 )
16. Bapalt Kamijon, SH ( Juni 2020 s/d Juli 2021)

27, Bapak Mujiono, 5.H., M.H (Oktober 2021 sampai dengan sekarang)

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal Kelas | B yang luasnya kurang lebih 1.002,23
km2 terbagi dalam 20 wilayah kecamatan yaitu ;

L. Kecamatan Haoja

2 Kecamatan Brangsonp

3. Kecamatan Cepiring

4. Kecamatan Gemuh

e
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5. Kecamatan Kaliwungu

6. Kecamatan Kaliwungu Selatan
7. Kecamatan Kangkung
8. Kecamatan Kendal
9. Kecamatan Limbangan
1}, Kecamatan Ngampel|
11. Kecamatan Pageruyung
12. Kecamatan Patean
13. Kecamatan Patebon
14. Kecamatan Pegandon
15. Kecamatan Plantungan
16. Kecamatan Ringinarum
17. Kecamatan Rowosari
18. Kecamatan Singorojo
19. Kecamatan Sulorejo
£0. Kecamatan Weleri
Pengadilan Negeri memiliki lima fungsi utama, yalknl:

1. Fungsi mengadili atau judicial power Fungsl inl berarti Pengadilan Negeri menerima,
memeriksa, mengadili serta menyelesailian perkara vang menjadi lewenangkan pengadilan
Hngkat pertama.

2. Fungsi pembinaan Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri member] pengarahan, bimbingan
serta petunjuk kepada pefabat struktural serta fungsional yang berada di bawah jajarannya.
Bimbingan ini biss menyangkut permasalahan yudisial, administrasi peradilan,
pembangunan, keuangan, perlengkapan serta perencanaan teknologi informasi.

3. Fungsi pengawasan Fungsi ini berarti Pengedilan Negeri melakukan penpawasan atas
pelaksanaan tuges dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti serta
Jurusita di bawah jajarannya, Tujuannya supaya peradilan dapat diselenggarakan dengan

seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan admistrasi umom, kesekretariatan dan

pembangunan.

e .
HENTANA STRATHGS = PENGADILAN NEGERI KENDAL 2020 - 2024 ]



£, Fungsi nasthat Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri member| pertimbangan serta nasihat
mengenai hulum kepada instansi pemerintzh di daerah hukumnya, jika diminta.

3. Fungs! administratf Fungsi ni berarti Pengadilan Negeri melaksanalan administrasi
peradilan, baik teknis maupun persidangan, administrasi umum [perencanzan teknologi

informasi atau pelaporan, kepegawaian serta keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokek, Pengadilan Negeri Kendal Kelas | B mempunyal fungsi sebagai

berikut:

i Memberikan pelayzanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat
pertama serta penyelesaian perkara vang dilakokan upaya huokum dan eksekuosi, serta
peningleatan kesadaran hukum dalam wilayah kerja Pengadilan Negeri Kendal Kelas | B.

b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding kasasi dan perinjauan
kemball serta administrasi peradilan lzinnya.

c. Waermerking akta pendirian badan hulkum.

d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluban holoam.

e Memberikan informasi kepada macyarakat semua kegiatan yang dilskukan oleh Pengadilan

Megeri Kendal Kelas | B secaraakurat dan aluntabilitas.,

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Negeri Kendal Kelas [ B dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya,
dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Kendal
Kelas 1 B merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik
Indonesia  sebagal  pelaksana  kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakhan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri
Kendal Kelas 1 B bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama,

Perencanaan sirategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yvang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematic dan
bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yan gada pada

lingkungan Pengadilan Negeri Kendal Kelas | B Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam
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program yang kemudian divraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak
didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia vang
kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan
lingkungan Pengadilan Megeri Kendal Kelas | B, baik lingkungan internal maupun
eksternal sebagal bagian (variable] yang strategis.
Pengadilan Negeri Kendal Kelas | B dalam menjalankan tugas dan fungsinya
tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik
Indonesia sebagai lembaga pelaksana keluasaan kehakiman di Indonesia.
Guna mewujudkan organisasi sebagal Lembaga yang professional, efektif,
efisien, transparan serta akuntabel. Pengadilan Negeri Kendal telah melaksanakan
berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis [ Renstra) Pengadilan
Negeri Kendal Tahun 20115 -2019. Renstra adalah suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima)
tahun. Namun demikian, berdasarkan evaluasi Pengadilan Negeri Kendal dari sekian
program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan
vang harus dilanjutkan pada tahun 2020- 2024,
Pengadilan Negeri Kendal juga membuat rincian program dan kegiatan
polok sebagai upaya menjabarkan dari visi dan misi yaitu
1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya
Mahkamah Agung

Z. Program pokok manajemen peradilan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Kendal
Era baru Peradilan Indonesia semakin modern ditandai dengan launching E-Litlgasi
pada tanggal 19 Agustus 2019 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, system ini
merupakan pengembangan dari E-Court vang sudah berjalan. Aplikasi E-Court
adalah sebuah instrument pengadilan untule pelayanan masyarakat secara
elektronik, yaitu : pendaftaran (E-Filing), pembayaran [E-Payment), dan
pemanggilan (E-Summon). Sedangkan kehadiran E-Litigasi menyempurnalkan

e ——————
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aplikasi E-Court tersebut.

Sebagai dasar hukum system E-Court yang modern ini Mahkamah Agung
telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018
tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik maka untuk E-Litigasi
Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun
2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.

Setidalknya ada 2 nilai lebih dari system E-Litigasi ini, yang pertama : subyek
hukum semakin luas yang bisa memanfaatkan, kalau selama ini hanya advokat saja
vang bisa menjadi subyel hukum, maka dengan E-Litigasi ini masyarakat umum
sudzh bisa menjadi subyek hukum, yang kedua : E-Litigasi juga sudsah bisa dipakai
upaya hulum, yaitu + banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali perkara pertama
yang menggunakan E-Litigasi.

Merespon kebijakan dari Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri
Kendal telah melakukan Langkah-langkah sebagai berikut : sosialisasi E-Litigasi
kepada internal dan eksternal, DDTK petugas E-Litigasi dan penyiapan sarana pojok
E-Court/E-Litigasi buat pengguna lain. Sampai akhir Desember 2019 jumlah perkara

yang melalui E-Court sebanyak 291 perkara

B. POTENSI PERMASALAHAN

L. Reformasi sebagai awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara
telah meniupkan angin pembaharuan. Mulai dari aspek ekonomi, politik, social dan
budaya bahkan hukum. Karena informasi yang semula ditutup rapat-rapat dengan
alsan isi stabilitas dan keamanan telah membunglkam keinginan banyak rakyat untuk
dapat mengakses informasi public semakin kuat dan mendoronz atmosfer
pembaharuan kultur dalam layanan public.

2. Ditengah pelombang pembaharuan Lembaga pengadilan, penegakan hukum dan
keadilan secara transparan dewasa inl menjadi satu hal mutlak vang harus ditakulan

sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan petkaranya,
—
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apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak adanya transparansi, selale
menimbulkan adanya kecurigian orang dan akan membawa konsekuensi
penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan public,
transparansi peradilan adalah suatu hal vang mutlak dilakukan, hal ini sejalan dengan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007
tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Kimisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan
Informasi oleh seluruh badan public, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat
Keputusan Ketua MARI Nomor : 144 /EMA/SK/VIL/ 2007 untuk Reformasi Birokrasi
dan Informasi yang efektif dan efisien SK Nomor : L44/KMA/SK/VII/2007
dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Eepublik Indoresia Nomor @ 1-144/KMA/SK /2011 Tentang Pelayanan [nformasi di
Pengadilan. Untuk membangun kepercayvaan kepada masyarakat terhadap badan
peradilan maka perle dilakukan upaya untuk meningkatkann kualitas pelayanan
public sebagaimana vang tefah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI
Nomor :26/KMA/SK/I1 /2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang Standart Pelayanan
Peradilan. Dalam menindaklanjuti peraturan tersebut, Pengadilan Negeri Kendal
telah Membuat Standart Operasional Prosedur. SOP ini untuk dijadilan acuan dalam
menyelenggarakan dan memberikan pelayanan public bagi pencari keadilan dan

masyarakat

3. Pengadilan yang menghendaki pembaruan, prinsip akuntabilitas dan transparansi
peradilan guna mendukung indenpensi peradilan, vang esensinya adalah
memberikan hak bagi public untuk mengakses informasi vang merupakan salah sam
bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konsttusi.
Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Karena

it dengan adanya keterbukaan Halim dan Pegawai Pengadilan akan menjadi lebih
e e, e e e e

RENCANASTRATEGLS = PENGADILAN NEGERI KENDAL F028 - 7034



berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara umum.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas mengatur beberapa hal, vakni
jenis informasi yang harus divmumkan atau disampaikan oleh Pengadilan serta
mekanisme pengumumannya, jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada
Pengadilan, prosedur dalam memberikan pelayanan informasi termasuk biaya dan
waktu pelayanan. Pihak yang bertugas memberikan informasi di setiap Pengadilan
serta sanksi. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap segala
kebijakan pemerintah dan terhadap preses peradilan. Masyarakat mendambakan
pelayanan yang prima dari petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya
dan pelayanan hukum secara prima dan transparan dari aparatur peradilan
khususmyva.

4, Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa era orde baru, di era reformasi
sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada
masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat
madant. ltu berarti seliarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan
masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan teknologi yang luar biasa,
pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektil

5. Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara Keberhasilan semua
kegiatan tersebut adalah bukti keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta
sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasilkan dapat menjadi modal dalam

melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analiza SWOT berupa Kekuatan {Strength), Kelemahan
(Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan [Threat) dari Pengadilan Negeri

Kendal.

a. Kekuoatan (Strength)
Kekuatan pengadilan Negeri Kendal mencakup beberapa hal yang memang diatur

dalam peraturan / Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan,
B ———————— eSS e e s s ——
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yang mencakup dalam beberapa aspek ;
1. Aspek Proses Peradilan
v Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri
Kendal selaku Pengadilan Tingkat pertama dibawahnya
2. Aspek Sumber Dava Aparatur Peradilan
¥ Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kendal memilili motivasi vang
tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnys
v Adanya sesialisasi, bimbingan Teknik yang dilaksanakan di Pengadilan
MNegeri Kendzl untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
¥ Adanya system pengawasan yang melibatkan Halkim Pengawas Bidang dalam
pengawasan repular dan insidentil
¥ Adanya Sistem Pengaduan Masyarakat yang berbasis teknologi.
4. Aspek Tertih Administrasi dan Manajemen Peradilan
v Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran
Perkara) yang mempermudah proses administrasi perkara
5. Aspek Sarana dan Prasarana
v Adanya gedung kantor Pengadilan Negeri Kendal walaupun seluruhnya
belum sesuai dengan prototype, akan tetapi tetap berusaha memberilan

pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan.

b. Kelemahan [Weakness)
1. Aspek Proses Peradllan
v Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan
masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal
melalui system Indeks Kepuasan Masyarakat [TKM).
£, Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

v Pengadilan Negeri Kendal belum mempunyai petugas /pegawai khusus
“
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pustakawan dan arsiparls

¥ Belum mempunyai tenaga keamanan kantor vang handal

¥ Jumlah pegawai yang jauh dari ideal menyebablian banyak rangkap jabatan
yang menyebablan kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayvanan kepada
masyarakat. Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kendal
dapat dilihat pada tabel. Rekapitulasi Sumber Dava Manusia di lingkungan
Pengadilan Negeri Kendal

Data Penggolongan berdasarkan Jabatan

Tenaga Teknis / Non Teknis Jumiah Personil Keterangan

i Ketua 1 Aktif

1 Wakil Ketua 1 Akif
' Hakim 6 Altif
Panitera 1 Aktif

E Sekretaris 1 Aketif
. Panitera Muda 3 Altif
“ Kepala Sub Bagian 3 Aktif
Panitera Pengganti 9 Akctif

I JuruSita 3 Altif
Juru Sita Pengganti 3 Aletif

' Analis Perkara Peradilan 2 Aletif

| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 1 Aktif
Bendahara Tingkat Pertama 1 Aktif
| Pengadministrasian Registrasi Perkara 1 Aktif
1_5 Pengelola Sistem dan Jaringan 1 Akrif

Takel 1 Penggolongan Berduserkon Jabatan

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
v Kurangnya minat masyarakat mengakses sistem Informasi dan pengaduan
masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
¥ Kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa
pemerintah
¥ Adanya beberapa pegawai teknis vang belum menguasai aplikasi SIPP, E-
Court
5. Aspek Sarana dan Prasarana

e S
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¥ Anggaran yang diberikan Pusat untuk pengadaan sarana dan prasarans
belum sesuai dengan kebutuhan terutama dalam pengembangan dan
peremajaan fasilitas Teknologi Informasi

* Perlu adanya peremajaan dan penambahan kendaraan aperasional berupa
kendaraan roda empat dan roda dua, di karenakan kendaraan yang ada di
Pengadilan Negeri Kendal selama ini mendapatkan pinjaman dari

Pemerintah Daecrah Kendal

¢. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang yang dimiliki Pengadilan Megeri Kendal untuk melakukan
perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :
1. Aspek Proses Peradilan
¥ Adanya aplikasi yang sudah di gunakan di setiap pengadilan seperti aplikasi
KOMDANAS, SIKEP, SIMARI, E-COURT., S5IPPserta Wehsite untul
mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan proses
berpekara
2, Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
¥ Adanya Evaluasi SOP sudah dilakukan secara berkala sesuai dengan tugas
dan Fungsi organisasi
v Adanya tunjangan kinerja sebagal motivasl pegawai dalam peningkatan
lkkinerja.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
v Adanya kegiatan pengawasan vang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Semarang vang dilaksanakan
secara reguler maupun insidentil ke Pengadilan Negeri Kendal.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
¥ Dukungan dan kecordinasi vang baik antar pengadilan negeri dan antar

pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Kendal.

—_—aTee———se—_————— ey
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¥ Tinglkat kedisiplinan Pegawai Pengadilan negeri Kendal sangat baik
3. Aspek Sarana dan Prasarana
¥ Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Kendal
berupa sambungan internet indihome dan Astinet serta Wehbsite Pengadilan
Negeri Kendal serta Aplikasi perkara yang dapat diakses langsung oleh
masyarakat.
¥ Sudah tersedia layanan untuk masyarakat yaitu PTSP [ Pelayanan Terpadu

Satu Pintu)

d. Tantangan [Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Kendal yang akan dihadapi
dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan
sebagaimana yang diharapkan.
1. Aspek Proses Peradilan
v Belum tersedianya suatu alat penpukuran kepuasan pengguna jasa
pengadilan ditengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari
lkeeadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
v" Personil Pengadilan Negeri Kendal belum seluruhnya memahami visi dan
misi Pengadilan Negeri Kendal
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
v Belum diterapkan sepenuhnya sistem reward dan punishment untulk
mengentrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
¥ Belum adanya payung hukum terhadap sistem administrasi pengadilan
(register perkara) yang berbasis teknologi informasi sehingga sistem manual
masih tetap dipalai.

5. Aspek Sarana dan Prasarana
——
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¥ Anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk pengadaan sarana dan prasarana
belum memadai.
e. Strategi
Langkah-langkah dan kebijakan yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi
Pengadilan Negeri Kendal yaitu dengan :
¥ Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara
" Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan
persidangan serta mempercepat penyelesaian perkara
¥ Peningkatan kualitas layanan peradilan pada pencari keadilan
¥ Peninglatan isi putusan yang diterima oleh para pihak yvang tepat waktu
¥ Peninglatan perkara yang diselesaikan melalui madiasi
¥ Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masy syvarakat secara
transparandan akuntabel

v" Peningkatan pelayanan permohonan eksekusi

ﬁ
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BAB 11
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kendal Kelas | B Tahun 2020 - 2024
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencand dan terprogram Ssecara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan penghajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan
perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnva untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kendal Kelas | B diselaraskan dengan
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Fembangunan Nasional
Jangka Panjang (RENJP) 2015 - 2025 dan Rencana Pembangunan |angka Menengah
(RP|M) 2020 - 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Pen gadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi
pada tahun 2020 - 2024

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan MNegeri
Kendal Kelas 1 B;

Visi Pengadilan Negeri Kendal Kelas | B mengacu pada Visi Mahkamah Agung Rl
adalah sebapai beriku? :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KENDAL YANG AGUNG™
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Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi vang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan bailc.

=]

4.

Misi Pengadilan Negeri Kendal Kelas | B, adalah sebagai berikut :
Menjags kemandirian Pengadilan Negeri Kendal
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kendal

Meningkatian kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kendal

Penjelasan Keempat misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan

Negeri Kendal Yang Agung” adalah sebapai berikut :

1

Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kendal

syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti;, transparan dan
akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim
dalam menjalankan tugasnya. Kemandirlan menjadi kata kunci dalam usaha
melaksanakan tugas pokck dan fungsi Pengadilan Negeri Kendal secara efektif.
Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam
ikonstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga
pemerintzhan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga
independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas
Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40732
tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Sebagai langkah
awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, dimana badan
peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan
finansial berada dibawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi,
dan fnansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik Hal
ini dimaksudlan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kelkuasaan kehakiman
yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjvangkan adalah kemandirian

pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam

== . ——— —— = —
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bentuk alokasi yang pasti dari APFBN. Kebutuhan adanya kepastian ini unmk
memberikan jaminan penyelengparaan pengadilan di seluruh Indonesia.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
Tugas Pengadilan MNegeri Kendal adalah menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orlentasi perbaikan yang
dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan
dalam memperaleh keadilan. Adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Kendal untuk
meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan vang
pasti dan adil.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kendal
Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kendal akan menentukan kualitas dan
kecepatan gerak perubahan Pengadilan Negeri Kendal. Peran pimpinan Pengadilan
Megeri kendal, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu
merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial).
Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk
menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-
teknis, secarz operasional, pimpinan Pengadilan Negeri Kendal dibanwu oleh
pelakszna urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan Pengadilan Negerl Kendal
harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kendal
Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kendal merupakan faktor penting
untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeni
Kendal. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem
pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungiawaban publik, adanya
pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan
pengemban kepentingan didalam Pengadilan Negeri Kendal itu sendiri, Melalui

keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan

e e ————  — — — — — —————— ]
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kejelasan mengenai jenjang Karir, kesempatan pengembangan diri dengan
pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin
mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang
serara, serta jaminan proses }'ﬂﬁg jujur dan adil, hanva dapat dicapal dengan usaha

para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kendal Kelas | B
seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan
dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis
arganisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 {satu]) sampai 5 [lima)
tahun. Pengadilan Negeri Kendal Kelas | B berusaha mengidentifikasi apa yang akan
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi wvisi dan misinya. Dalam
memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbanglkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tjuan strategis ini juga akan
memungkinkan Pengadilan Negeri Kendal Kelas | B untuk mengukur sejauh mana visl
dan misi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan
misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berilout -

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4, Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Berikut Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kendal ;

p Terwujudnya Proses a. Persentase siza perkara yang
Peradilan yang Pasti, diszlesaikan : ,
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Transparan dan Akuntabel

= Perdata
= Pidana

95 %
99 %

b. Persentass perkara vang
diselesaikan tepat waktu :
- Perdata
- Pidana

. Persentase Putusan Perkara vang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
= Banding
= Kasa=i
= PK

75 %
80 %
90 %

d. Persentase Perkara Pldana Anak
yang diselesaikan secara Diversi

25 %

e, Index Kepuasan Pencart Keadilan

80 %

2. Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyvelesaian
Perkara

a. Persentase salinan putusan vang
dikirim kepada para pihak tepat
walktu

€5 %

s Perdata o9 %
=  Pidana
b. Persentase Perlara yang 40 %
diselesaikan melalui Mediasi
. Persentase berkas perkara yang S0
dimohonkan Banding, Kasasi dan
PK yang diajulan secara lengkap
dan tepat waktu
Persentase perkara prodeo yang 5%
diselesaikan
b. Persentass perkara yang GO oy
dizelesaikan di luar pedung
__ pengadilan
¢. Persentase pencari keadilan 70 %
golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hiukum
[ Poshakum}
Fersentase putusan perkara 95 %o
perdata yang ditindaklanjuti
[dieksekusi)
Tabel 2 Sasaran Kinerja

2 Meninglatnya akses a.
peradilan bagi masvarakat
miskin dan terpinggirkan

4, Meninghkatnya kepatuhan
terhadap putusan

pengadilan

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama merupakan acean kinerja yang digunakan oleh
Pengadilan Negeri Kendal, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan,
Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Adapun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun

2021 pada Pengadilan Negeri Kendal dapat dilihat pada tabel berikut.
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ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

A. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia
Arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung Rl Tahun 2010-2035 tercantum
dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam
beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut:
A. Arzhan Pembaruan Fungsi Teknis
Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan
utama yaitu “Badan Peradilan vang dapat melaksanakan fungsi kekuvasaan
kehakiman secara efektif”, Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama
yang perlu dilakukan adalah :
1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten
3. Penyederhanaan Proses Berperkars
4. Penguatan Akses pada Keadilan
B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara
Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga)
bagian besar, vaitu sebagai berikut -
1. Medernisasi manajemen perkara;
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
3. Penataan ulang proses manajemen perkara,
C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
Fusat Peneliian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka
mencapai organisasi Mahkamah Agung Rl vang berbasis pengetahuan. Setidaknya
terdapat 2 [dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama,
fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi

hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung Rl dalam mengadili; Kedua,
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fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan
Mahkamah Agung RI Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan
dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.
D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RIL akan
mengembangkan dan mengimplementasikan sisterm manajemen SDM berbasis
kompetensi. Sistem Manajemen 50M berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai
Competency Based HR Management (CEHRM). Pengembangan Sistemn Manajemen
SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut:
1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang
dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
4. Remunerasi berbasis kompetensi
5. [Pola karir berbasis kompetensi
E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan [Diklat)
Untuk mendapatkan SDM yang kempeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan
profesional, maka Mahkamah Agung Bl akan mengembangkan "Sistem Pendidikan
dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawal Pengadilan yang Berkualitas dan
Terhormat { Qualified and Respectable Judicial training Center {JTC) } *. Sistem ini
akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi
1. Kelembapaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yvang diperlukan
3. Sumber Daya Manusia;
4. Program diklat vang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat:
6. Anggaran diklat; serta

7. Kegiatan pendukung lainnya [misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).
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Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan { Continuing
Judicial Education [CJE) }. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan
dalam implementasi CJE ini, vaitu : 1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis
untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;
2. Bersifat khusus yang merupakan bagilan dar pendidikan berkelanjutan dan
terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai
pengadilan.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
ftas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran
tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah
mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya
kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran.
Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah
sebagai berikut:

a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan
peradilan;

b. Mengksji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian
anggaran badan peradilan;

c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan;

d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisl kemandirian anggaran
badan peradilan.

Sedangkan cakopan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju
kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
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RENCANA STRATEGIS - PENGAIMLAN NEGER! KENDAL 20200 - 2024 L)



# Studi terbadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat
penerapan anggaran berbasis kinerja;
c. Analisis terhadap baseline dalam rangka I[mplementasi kerangka
pengeluaran jangka menengah;
d. Restrultturisasi program dan kegiatan;
e.  Ewvaluasi standar haya khusus bidang peradilan;
f.  Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM:
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
d. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran Badan Peradilan;
b. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan
Badan Peradilan;
c. Peraturan perundang-undangan tentang kKemandirlan anggaran telah
disahkan;
d. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran DBadan
Peradilan;
e, Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang
transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja
. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset
Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan asel, Mahkamah Agung akan
melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat
mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aser, dari
pendekatan administratf aset menjadi manajemen aset yang menerapkan
beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi,

akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
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3. Mahkamah Agung akan menyvediakan seorang penilal di setlap satuan kerja unit
pengelola aset;

4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;

5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;

6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara
berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perly;

7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;

8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan
rumah jabatan;

9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;

10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak
ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informas:

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah
Agung, dapat dirumuskan sebagal sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal
berikut ini :

a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyedizan akses terhadap semua
informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan,
jurnal hukum dan lainnya;

b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas
pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi
dan kesaksian;

c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan
mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses
berbasis komputer;

d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi
sebagal alat untuk melakukan pemantauan dan kentrol atas kinerja;

e. Pembentukan lingkungan pembelzjaran dalam organisasi, yaitu dengan
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menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga
peradilan dalam 25 tahun ke depan alkan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu
sebagai berikut :

1. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi
investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi,
serta penyiapan repgulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka
menyongsong era bekerja berbasis Telknologi Informasi;

2. Tahap 1l, selama 10 [sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalsh terciptanva
sistermn informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga
memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan
hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan
pengadilan;

3. Tahap Ml selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah
diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan
lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem
pelayanan hukum terpadu (integrated justice system).

I.  Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organiasasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu:
1. Restrukturiasasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan

4 Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat

o

Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra
dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

. Arahzn Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan

diarahkan untuk mencapal dua hal, yvaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat
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pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat.

Langhkah-langlah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

L.

2.

Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;

Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan:
Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
Mekanisme Pemantavan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian
Keberatan, serta Insentif dan Disentf atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan

Informasi Pengadilan.

B. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Semarang

Sesuai dengan kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi

Semarang dalam mendukung kebijakan tersebut telah menetapkan arah kebijakan dan

strategi lembaga. Pengadilan Tinggi [aws Tengah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis

vang terdiri dari :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut ;

Sasaran strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang past, transparan dan

akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan vang pastl, transparan dan

akuntabel ditetapkan arah kebijakan sebagal berikut : (1) Pengikisan tunggakan

perkara; (Z) percepatan penyelesaian perkara; (3) Peningkatan waktu pelayanan.

Dengan uraian arah setiap kebijakan sebagai berikut

1.Pengiliisan tunggakan perkarsa

Banyaknya perkara yang masuk pada tri wulan terakhir berbarengan dengan

adanya cuti bersama natal dan tahun baru menyebabkan perkara tidak dapat
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lerselesaikan pada tahun tersebul Hal ini mengakibatkan adanya sisa perkarz
tahun sebelumnya menjadi beban yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah selain perkara yang masuk pada tahun berjalan. Oleh karena it
diharapkan sisa/tunggakan perkara tahun sebelumnya dapat dikikis/diselesaikan
seluruhnya pada 2 (dua) bulan awal tabun berjalan.

2. Percepatan penyelesaian perkara
Jangka waktu penyelesatan perkara untuk tingkar banding telah diatur dalam Poin
2 SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingleat
Pertama Tingkat Banding Pada 4 [empat) Lingkungan Peradilan vang berbunyi
“Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam
walttu 3 (tiga] bulan”. Meskipun jumlah perkara yang penyelesaiannya melebihi 3
[tiga) bulan tidak terlalu banyak, tetapi untuk lebih mempercepat proses
penyelesaian perkara, selain melaksanakan sistem manajemen perkara berbasis
elektronik, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga telah menghimabu kepada seluruh
Pengadilan Negeri agar segera mengirim berkas perkara banding setelah adanya
pernyataan permohonan banding dari para pihak disertai dengan dokumen
elektronik/ softcopy dengan tujuan agar berkas tersebut dapat diregistrasi dan
segera diserahkan ke Majelis Hakim untuk dilakukan pembacaan berkas secara
bersama. Sehingga diharapkan proses penyelesaian perkara di tingkat banding
dakan lebih cepat dari ketentuan yvang telah ditetapkan dalam SEMA.

3.Peningkatan waktu pelayanan
Masih lamanya waktu pelayanan di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan
yang dirasakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama menjadi bahan evaluasi dan
masukan bagi Pengadilan Tinggl Jawa Tengah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan waktu pelayanan adalah dengan menginventarisir penvebab
lamanya waktu pelayanan, mengevaluasi kinerja setiap pegawai, rotasi pegawai
secara berkala serta evaluasi Standar Operasional Prosedur.

Sasaran strategis 2 : peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
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Untuek mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan
penyelesaian perkara demi terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan
masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di Penpadilan Tinpgi Jawa Tengah,
ditetapkan arah kebijakan meningkatkan kinerja Majetis Hakim dan Panitera Pengganti.
Dengan uraian arah kebijakan sebagai berilut :

Meningkatkan kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Lama atau tidaknya proses penyelesaian perkara sangat tergantung pada kinerja
Majelis Hakim dan Panitera Penggant, cleh karena itu diperlukan adanya evaluasi
kinerja untul memastikan bahwa pengelolaan penyelesaian perkara telah sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan evaluasi
kinerja Majelis Hakim dan Panitera Penggantl melalui data/ laporan perkara setiap
bulan yang dipaparkan dalam rapat bulanan serta evaluasi bagi staf dan Panitera
Pengganti yang diperbantukan pada bagian kepaniteraan pidana, perdata maupun
tipikor. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam memutus perkara. Sedangkan dengan
dilakukannya rotasi diharapkan dapat lebih meningkatkan keterampilan maupun

kemampuan dari staf maupun Panitera Pengganti.

C. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB
Arzh kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Kendal Tahun 2020-2024
mengacu pada Cerak Bilru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapar disimpulkan
dalam beberapa Arabhan Pembaruan sebagal berikut
A. Arahan Pembaroan Fungsi Teknis

segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada wjuan

yaitu “Peradilan vang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara

efektif’. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu

dilakukan adalah ;

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
P —————— e e A e ]
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2. Penguatan Akses pada Keadilan.
B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program

prioritas yaitu terselenggaranya Maodernisasi manajemen perkara di peradilan,

oleh karena ity pimpinan Pengadilan Negeri Kendal akan selalu memberikan
bimbingan dan pengawasan terhadap Hakim, Panitera Penggant dan |urusita /

Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindzalmin

dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapar lebih

ditingkathkan.
L. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Negeri Kendal akan

mengembangkan dan mengimplementasikan sistern manajemen SDM berbasis

kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen 5DM berbasis kompetensi
dilakukan sebagai herikut :

1. Memberikan  kesempatan  kepada Pegawal untuk menyzlurkan
ide/gagasan/finovasi dalam mengembangkan Kantor Pengadilan Negeri
Kendal sebagai roda penggerak suatu instansi

2. Mengadakan pelatihan bagi pegawal yvang memiliki keterampilan dan minat
kerja yang tinggl, seperti pelatihan webinar yang ada di pusdiklat menpim MA
RI Dengan adanyz pelatihan, di harapkan mampu menggali potensi para
pegawai

3. Memberikan penghargaan kepada pegawai merupakan salah satu bentuk
apresiasi yang di berikan oleh pimpinan kepada pegawai. Yang akan membuat
pegawai tersebut termotivasi untuk dapat menjadi lebih batk.

0. Arzhan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi

dan profesional, maka Pengadilan Negeri Kendal secara berkelanjutan akan

mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan
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Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan
Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas
dan profesionalisme aparat di Pengadilan negeri Kendal, Pengadilan Negeri
kendal mensupport Kkebljakan Pengadilan Tinggl Semarang dalam
mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai
Pengadilan Neger Kendal yang Berkualitas dan Terhormat {Qualified and
Respectable Judicial Training Center (|TC)} ".
E. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran
Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian
pengelolaan anggaran Peradilan meliputi:
1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
v Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat
penerapan anggaran berbasis Kinerja;
v Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangla
pengeluaran jangka menengah;
¥ Restrukturisasi program dan kegiatan;
¥ Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan:
¥ Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
£. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
¥ Perumusan mekanisme pelaksanaan APEN;
*  Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
*  Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Angparan
v Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan
dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan,
diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan
pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

—_— .. ——————
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v" Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan
Peradilan;
*  Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang
transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
v Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja
F. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan negeri Kendal
akan melakukan langkah-langkah sebagal berikut -

¥ Penertiban aset;

¥ Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;

¥ Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan

bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;

¥ Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;

v Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.

* Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal.

{z. Arahan Pembaruan Telknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama
sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi vang
sudah ada, antara lain Website Pengadilan Negeri Kendal, aplikasi 51PP, aplikasi
pengadaan barang, aplikasi keuangan, aplikasi kepegawaian dan aplikasi E-Court
dann E-Litigasi. Aplikasi E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan untuk
pelayanan masyarakat secara online, yaitu : pendaftaran (E-Filing), pembavaran
(E-Payment] dan pemanggilan (ESummon)}. Program E-Court ini merupakan
terobosan baru yang diluncurkan Mahkamah Agung dl bidang administrasi
pelayanan peradilan berbasis elektronik yang memanfaatkan kemajuan
Teknologi Informasi (T1)., dan melaksakanakan integrasi data dan informasi. dan

melaksakanakan integrasi data dan informasi.
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H. Arahan Pembaruan Sistemn Pengawasan
Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Negeri Kendal difokuskan pada 3
(tiga) aspek, vaitu :
v Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
v Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
¢ Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi
Masyarakat.
[. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi
Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan
untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhl Kebutuhan masyarakat pencari
keadilan; dan 2) mewujudkan akuntahbilitas dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat.

D. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM
tahun 2020-2024 yang diamanatkan pada setiap kementrian/lembaga maka
kementrian/lembaga dimaksud harus menetaplkan keranghka regulasi yang dijadikan
sebagai instrumen guna pencapaian sasasran lkelembagaan. Kerangka regulasi
merupakan perencanaan pembentukan regpulasi dalam rangka memfasilitasi,
mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangga
pencapdian wjuan bernegara.

Pengadilan Neperi Kendal sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah
Apung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RP]M tahun
2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulas;, penetapan kerangka regulasi yang
di buat Pengadilan Negeri Kendal tentu harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi

Mahkamah Agung. Berikut matris kerangka regulasi

e —————————
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E. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan Pengadilan Negeri Kendal berdasarkan ketentuan pasal
9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan terdiri
dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan |uru Sita. Pasal 10 ayat (1)
disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Panitera dan Sekretaris
Pengadilan tddak merangkap, dan PERMA Nomoer 7 Tahun 2015 menjelaskan tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Mempunyal

tugas pokok dan fungsi antara lain:

Ketua; tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan
Negeri Kendal dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas

sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Hakim; tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta
bartanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam
proses maupun peneyelesalannya sampal dengan minutasi. Berkoordinasi dengan
Ketua Pengadilan Negeri Kendal menyusun program Kerja jangka panjang dan jangka

pendek, serta melaksanakan Pengawasan Pola Bindalmin atas perintah Ketua.

Panitera; tugas pokok dan fungsinva adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan
Negeri Kendal dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang
Administarsi Perkara dan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan
dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program

kerja jangka panjang dan jangka pendelk.

Sekretaris; tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan
——— L= — — WSRO T
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Negeri Kendal dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang
Administarsi Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan
menylapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan
pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka

panjang dan jangka pendek.

Panmitera; tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Panitera dalam melaksanakan
tugas-tugas Kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja [, meja 11
meja, 11l Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Panitera Muda Perdata ; Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. seperti
" Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelenghapan berkas perkara perdata ;

* Pelaksanaan pemeriksasn dan penclaahan kelengkapan berlas

perkara gugatan dan permohonan

Panitera Muda Pidana : Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. seperti
* Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelenghkapan berkas perkara pidana

v Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada

termohon

Panitera Muda Huluwm; tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan
mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan
konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat

laporan/bertanggungjawab kepada Panitera

—— e e e e
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Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; tugas pokok dan
fungsinya melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan
anggaran, pengelolaan teknologl informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; tugas pokok dan fungsinya
adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan

organisasi dan tata laksana serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Keuangan; tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan
penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Dan

bertanggungiawab kepada Sekretaris.

Panitera Pengganti; tugas pokok dan fungsinya adalah mendamping dan membantu
Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat instrumen
sidang, mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang
telah selesal pada Panitera Muda Hukum/meja [l serta bertanggungiawab Kepada

Fanitera.

Jurusita dan Jurusita Pengganti; tugas polwok dan fungsinya adalah melaksanalkan

tugas kejurusiraan dan bertanggungjawab lepada Panirera.

e S
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BABIV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh

Lembaga dalam periode walktu yang telah ditetapkan. Target kinerja ditetapkan setelah

penyusunan [ndikator Kinerja.

Target Kinerja Pengadilan Negeri Hendal selama 5 tahun kedepan sebagai

berikut:

Tabel 5 Targer Kinerfo Tahun 2020-2024

1. Tarwupedtiya Proseg
Paradian yang
Pasti, Transparan
dawny Adritakel

a. Persenlase sisa Pk yang
disalstaikan -
Pardata
Pidarea

o5 5%
100 %

95 %
94 %

95 %
100 %%

295 %
100 %

95 %
100 ¥

b Parsanlase parkard
disel=aikan tepat walkly
« Pargdata

- Pidana

YA

&0 %
B3 %

T
B3 T

TO %0
100 %

A o
100 %

20 %
100 %4

c. Pers=ntase Pulusan Paerkara yang
Tukak Mengapkan Upeya Hukum :
s Handing
& Hasgei
= PK

Fa ]
70 %
a5 %

7a %
80 %
a0 %

o
&0 %%
20 %

o %
30 %
40 %

5%
BS T
85 %

d. Persentase Perkara Pidana Anak
yang diselesalkan secara Dwersi

50 %

26 %

a0 %

30 %

20 %

g Index Kepuasan Pancard
Keadian

B0 %o

B0 %

a0 %

Pengelolaan
Panyelesaian

a. Parsaniass salinan putusan yang
dikirm kKepada pard pihak iepat
wiakiu

» Pardaia
*»  Pidana

85 %
100 %

85 %
100 %

55 %
100 %

b. Persenlass Perkara yang
dissesaiken metals Medias

A Yo

40 %

"¢ Perseniase berkas pearkara yang
dim&henkan Barding, Kasasi dan
PHE yang dEsjrkan sscera lengkap
dan lepal wakku

85 %

20 %

=

3, Meningkeinya aksas
peradiian bagi
masyarakat miskin
dan teminggikan

a. Persentase perkars prodec yang
diggiesaikan

L2 ]

a5 %

95 %

b. Persaniase perkars yang
disefesaiken di lear gedung
pangadilan

00 %

a0 %

. Perseriase pencan keadian
golangan iersnlu yang mendapal
layanan bantwan hukum
(Poshakum)

65 %

B0 %%

80 %

4. Meningkatnya
sepatuhan terhadap
putusan pengadilan

Parsentase pubisan perkara
perdala yang ditindsklanjuti
{dieksskusi)

85 %

836 %

B85 %
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B. Kerangka Pendanaan

Perencanaan Kebutuhan pendanzan merupakan detil penjabaran strateg
pendanaan program dan kegaitan yang dibiayai oieh APBN, Empat sasaran strategis
dalam indikator kinerja utama tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri
Kendal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian
Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilalisanakan sebagal berilut:
PROGRAM PENINGEKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

Program peningkatan manajemen Peradilan Umum adalah merupakan program
untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perlara, tertib administrasi
perkara dan aksesbilitas masyarakatterhadap peradilan. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Negeri Kendal dalam pelaksanaan Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum tersebut adalah :
1. Layanan Pos Bantuan Hukum;
2. Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding vang tepat waktu;

3. Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.

e — - - = = s =]
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kendal tahun 2020-2024 diarahkan untuk
merespen berbagai tantangan dan peluang sesual dengan tuntutan perubahan linglungan
strategis, baik vang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan
upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan,
program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima
tahun, serta outpu tyang ingin dihasilkan dan cut
come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Kendal harus terus disempurnakan dari
waktu ke waktu dalam lima tahun kedepan mengutamakan Penjaminan Mutu [PM) dan
peningkatatan integritas melalui Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari
korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Dengan demikian
renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan
dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat
keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra inl pula, diharapkan unit-unit kerja dilinglungan Pengadilan
Negeri Kendal memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah,
tujuandan sasaran program selama lima tahun yaita 2020-2024, sehingga visi dan misi

Pengadilan Negeri Kendal dapat terwujud dengan baik

P R ——E — e ——
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PENGADILAN NEGERI KENDAL KELASIB

JL. SOEKARNO - HATTA NO. 220 KENDAL
Telp. [ 0294 ) 381479 Fax. (0294) 381478

Website: www pn-Kendalge id Emall pnkendal@yahon.coid

PERNYATAAN
REVIU RENSTRA 2020 - 2024
PENGADILAN NEGERI KENDAL

Pengadilan Negeri Kendal telah melakukan Reviu Rencana Strategis tahun 2020 -
2024 untuk tahun 2022 sesuvai pedoman reviu atas Rencana Strategis jangka menengah [5
tahunan). Substansi informasi yang dimuat dalam Rencana Strategis menjadi tanggung
jawab Pengadilan Negeri Kendal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan atas Rencana Strategis yvang telah
disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu yang dilakukan, tidak terdapat perubahan yang dilakukan dari
data sebelumnya dikarenakan data tersebut masih dianggap akurat, andal, dan valid sebagai
pedoman pengolahan data dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KEI;Eﬂ},___EI.# Februari 2022

- MUNIERO, S H,
NIP: 19670728 199603 1 001
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SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL KELASI B

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

NOMOR: Wi2.U21/ €0 p.07.01022021

TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PENGATMLAN NEGERI KENDAL KELAS I B TAHUN 2020 - 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL KELAS I B

Bahwa berdesarkan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun
204 tentang Sistemn Perencansan Pembangunan Nasional diatur bahws
setiap Kementrian/Lembaga menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional:

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Janghka Menengah Nasional 2020 — 2024 Pengadilan
Megen Kendal perlu menyusun Rencana Strategis 2020 — 2024:

Bahwa Mehkamah Agung telah menetapkan Rencana Strategis Mahkamah
Agung Tahun 2020 - 2024 melalui Keputusan Sekretaris Mahkamoh Agung
RI Nomor 237 A/SER/SK/V2020;

- Bahwa Tim Penyusunan Kensira Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B telah

selesai menyusun dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kendal
Kelas I B Tahun 2020 — 2024:

Bahwa berdasarken pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,
¢ dan d diatas Pengadilan Negeri Kendal Kelas | B perlu menetapkan
Keputusan Ketua Pengadilan Neperi Kendal Kelas | B tentang Pengesahan
Rencana Sirategis Pengadilan Neperi Kendal Kelas [ B Tahun 2020 — 2024

. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistern Akuniabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah:

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020 — 2024;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peformesi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinega, Pelaporan Kinega dan Tata Cara Reviu Afas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:

Keputuean Sekretaric Mahkamah Apung Republik Indonesia Nomor
2¥VASER/SK/VI2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung
Tahun 2020 - 2024,

MEMIUTIUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL KELASI R
TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN
NEGERI KENDAL KELAS I B TAHUN 2020 - 2024;

Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengaclilan Negeri Kendal Kelas 1
B Tahun 2020- 2024;



Roedus

Ketiga

Keampat

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kendal Kelas [ B Tahun 2020 — 2024

sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama menjadi dokumen Perencangan

Strategis jangka menengah Pengadilan Negeri Kendal Kelas 1 B periode §
(lima} Tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kendal Kelas [ B Tahun 2020 — 2024
sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama digunakan sebapai Acvan dalam
menyusun Rencana Kerja Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B periode 5 (lima)
Tahun terhilung mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalem keputusan ini akan
diadakan perbaikan scbagaimana mestinya.




SURAT KEPUTUSAN KETUA PENG NEGERI KENDAL KELASI B
NOMOR : WI2.U22/ FOT/SK/12/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTANSI KINERJIA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021
DI PENGADILAN NEGERI KENDAL KELASI B

KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL KELASI B

Menimbang - 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuniabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
maka perfu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Peayusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

Z. Bahwa pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk diangkal sebagai Tim
Penyusun Laporan Akumabilitas Kinerja Instansi Pemerinuab:

Mengingat © 1. Instruksi Presiden {Inpres) Nom or 7 tahun 1999 tentang Akuntabilias
Kinerja Instansi Pemerintah:

2, Inktum Ketiga Instruksi Presiden {lnpres) Nomor 5 tahun 2004
tentang penyusunan Dokumen Penetapan Kineda mulai  dari
Pengadilan Tingkat pemams kestas secara berjenjang  berdasarkan
Indikator Kinerja Litama masing-masing;

3. Peraturan Menpan dan  Reformasi  Birokmasi  Nomor :
PERAWNM.PANAS2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor. SE/3 1/M.PAN/| 2/2004:

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

L

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang penyampaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja
lahun 2012,

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 lentang  Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7. Perawran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kineda Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah



Pertama

Kedua

Ketiga

Ketiga

MENETAPKAN :
Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeni Kendal Kelazs I B
Nomor WI2.U22448/0T/SK02020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang
Peswnjukan Tim Penyusun Laporan Sistem Akumansi Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 di
Pengadilan Negen Kendal Kelas [ B, dan menggantikannya denpan Surat

Kepurusan ini:

Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut di lajur dua dalam
jabatan sebagaimana tercantum dalam lazjur tiga dalam lampiran
keputusan ini sebagai Tim Penvusun Laporan Sistem Akuntansi Kinerja
Instensi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2021 di Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B:

Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintzh
(SAKIP) bertugas menyusun:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

2. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama ([KU):

3. Dokumen Revie Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024:

4. Dwokumen Rencana Kinerja:

5. Dokumen Perjanjian Kinerja;

6. Dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari terdapar kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan seperiunva.

DITETAPKAN DI: KENDAL

E/M

NIF. 19670728 199603 1 001



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Megeri Kendal Kelas 1B

Maomaor
Tanggal

- Wizu 3

i 24 Dasemiber 2021

JOT/SKJ/12/2021

TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) DAN LAFORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021
DI PENGADILAN NEGERI KENDAL KELAS 1B

FARTET ETON D @

NO MAMA JABATAN DITUNIUK SEBAGAL
CHRISTINA ENDARWATI. ]
| 1 . an-, WL WARKIL KETLIA PEMBIMNA
, KOORDINATOR
2 | SAFRUDDIN. S.E.. S.H. PANITERA
ADMINISTRASI UMUM
KOORDINATOR
1 | SLAMET SUDIARTO. 5.H. ST
ERRETARIS ADMINISTRASI UMUM |
PANITERA MUDA
4 | WARSIT
0 PIDAN A AR
PANITERA MUDA '
5 | ULLY KRISWANTO, S.H.
SWANTO, 5. H PERDATA ANGGOTA
|
PANITERA MUDA
& | MARE SH.
UATUN.SH ey ANGGOTA
|
KASUBBAG
7 | PUSPITA PRIMAVITA. § Kom KEPEGAWAIAN & | ANGGOTA
ORTALA
SANTI RETNO AYU PALUPL | KASUBBAG UMUM DAN
E |
S.H.. MM. . KEUANGAN ANGGOTA
| KASUBBAG
AMECCA MILA PUSPASARL.
[ PERENCANAAN. T1 & ANGGOTA
PELAPORAN
1o | KURNIA MEI KUMALA SARI, | PENGELOLA SISTEM & :
AMd. ' JARINGAN / STAFF PTIP QFERATOR
11 | KHAIDAR WISNU WIBOWO STAFF HONORER OPERATOR
DITETAPKAN DI: KENDAL
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